
GUBERNOR SULAWESI UTARA 

PERATURAN DAERAH .PROVJNSI SU:LAWES.I 'UTARA 

NOMO'R 2 T.AHUN ·2020 

TENT ANG 

PERtJB,AHAN AN1GGARAN PENDAPA.TAN DAN BELA _J.A DAERAH 

TAU-UN AN·GGARAN 2020 1  

DE'N'GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

,QUBERNUR SULAWESI UTARA:, 

enirnban 

,  en gi ng a t  

bahwa sehubun an d n an perke.mbangan · ang tidak 
seau i deng .n urnsi k b i j a k  n urnurn Anggar an 

Pendaps tan clan B lanja D e r ah ,  k e a d a a n  l ng 
rnenvebabkan p rges r- n an ar unit organjs i t  antar 
ke r tan dan antar jeni bel nja, ke daan ng 
men ebabkan si lebil ,. tahun an- aran eb lumn a 

harus digunakan un tuk pembiaj aan d -· lam tah un 
anggaran berjal n, m ka p rlu dilakukan Perubahan 
Ang aran Pend patan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2020 · 

b, bahwa berda arkan pertirnbangan ebag imaria hal 
t rs but di ata perlu m netapk Perarur n Daerah 

tentana Perubahan An garan Pend patan clan B lanja 
D ae r a h  T ahu n  A n g g a r an  , _ 0 2 0 ·  

1 .  Pasal 18 a at (6) Undan - U n d a n g  D sar egara Republik 
Indonesia Tahun I 45;  

2.. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang 
Pemben tukan Dae rah Tingka I Sulaw esi Selatan 
Tengg ra dan D erah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah 

[Lernbaran N gara Republik Indonesia Tahun 1960 
N o m o r  1 . 5 1 ,  T am b a han  Le rn b a r a n  N e g a r a  2 1 0 2 )  

sebagairnana telah diubah dengan Undan -Undang 

Nomor 13 Tahun 1954 tentang P netapan Peraruran 
Pernerintah Pen zami Undang-Undang omor 2 Tahun 
1964 te.ntang Pernbentuk n D erah Tinakat 1  ulaw . i 
Tengah d n Daerah Tingkat l. ulawe i Tenggara denaan 
M _ ngubah Undang-Unda:ng Norn r 4 7 Prp Tahun 1960 

tentang Pembentuki n Da rah Tingkat I ulawe 'i Utara 

Tengah dan Daerah Tingkat I '. ulav e i elat n Tenggara 

Menjadi Undang Und n ( L e m b ar a n  Ne ara Republik 
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Indonesia Tahun 1964 Nomor 94 Tambahan Lernbaran 
Negara 2687); 

3.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68. Tambaban Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3312)  diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 12  Tahun 1994 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 2  Tahun l 98S 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lemba.ran Negara 
Republik Indonesia Tahun I 994 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3.569); 

4 .  Undang-Undang Nomor 2 1  Tahun 1997 tentang Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran 
Negara Republik lndonesia Tahun 1997 Nornor 44 
Tambahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nornor 
3688) diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2000 ten tang Perubahan Atas Undang-Undang Nornor 2 l 
Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tarrah dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 130\ Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 3988) · 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyele:nggaraan Negara yang Bersih dan B bas Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisrne (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 ornor 75, Tarnbahan Lernbaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 7  Tahu:n 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

7 .  Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara [Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nornor 5 Tarnbahan Lembaran 
Republik Indonesia Nomor 435,5) � 

8. Undang-Undang Nomor 1 5  Tahun 2004 tentang 
Perneriksaan P ngelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 44·00); 

9. Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2004 tentang Sist m 
Perencariaan Pembangunan Nasional (Lemb • a Ne ra 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor I 04, T ,  mb h n 
Lemb ran. Negara Republik lndon sia Nomor 4 4 2 1 ) ;  
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10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perirnbangan Keuangan an tar Pernerjn tah Pu sat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438)· 

1 1  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah [Lembaran Negara 

Republik In.done ia Tahun 2009 Nornor 130, Tambahan 

Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

12 Undang-Undang Nornor 12  Tahun 2 0 1 1  tentang 
Pernbentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1  

Nomor 82,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2 0 1 1  Nomor 5234); sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 5  Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nornor 12 

Tahun 2 0 1 1  ten tang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2 0 1 9  Nomor 183., Tambahan Lernbaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 9  Nomor 6398); 

13  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah [Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 ·  omor 244, Tarnbahan L mbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor S.587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang 

Undang Nomor 9 Tahun 2015  tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 T'ahun 20 14 tentang 

Pernerintahan Daerah (Lem baran Negara Republik 

Indonesia Tahun 20 l S Nornor 58, Tambahan Lernbaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

14 Peraturan Pernerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan [Lernbaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 200S. Nomor 137,  Tambahan Lernbaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 45,75); 

lS  Peraturan Pernerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Inforrnasi Keuangan Daerah [Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, .  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
diubah dengan Peraturan Pernerintah Republik Indonesia 

Nomor 65 Tahun 201  O ten tang Perubahan Atas 
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Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Inforrnasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010  Nornor 1 1 0 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5155) ;  

16  Pcraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2:005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 150, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4585); 
1 7  Peraturan Pernerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pernerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25,  Tambahan Lernbaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614 ) , ;  
18  Peraturan Pernerintah Nomor 7 1  Tahun 20 10 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 ,  Tarnbahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 165 ) ;  
19 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2 0 1 1  tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2 0 1 1  Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5219 ) ;  
20 Peraturan Pernerintah Nomor 2 Tahun 20 12  tentang 

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2 0 1 2  Nomor 5,. Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272)· ; 

2 1  Peraturan Pemerintah Nornor 1 2  Tahun 2017 ten tang 

Pedoman Pernbinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2005 Nomor 165 ,  Tambahan Lernbaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593)·; 

22 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017  tentang 

Hak Keuangan dan Adrninistratif Pimpinan dan Anggota 

DPRD; 

23 Peraturan Pernerintah Nomor 12 Tahun 2019 1  tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 20 19 Nornor 42� T mbahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)· 

24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelola n K-uan an Daer h 
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sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menterl Dalam Negeri Nornor 2 1  Tahun 2 0 1 1  
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 
25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 5  

tentang Pernbentukan Produk Hukum Daerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5  Nornor 2036). 
sebagairnana telah diubah de ·ngan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120  Tahun 2 0 1 8  tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015  tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah 
(Berita. Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 8  Nomor 
157); .  

26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 20 1 .7 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional: 

27 Peraturan Mente:ri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nornor 32 Tahun 2 0 1 1  tentang Pedornan Pemberian 
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
P raturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 123 Tahun 20 19  
tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2 0 1 1  tentang Pedoman 
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber 
dari APBD; 

28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 20 19  
tentang Pedoman Penyusunan Anggar.an Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2 0 1 9  Nomor 655) ;  

29 Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 220 
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 
2019  Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Nomor 249); 
30 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomo,r 8 

Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuanga:n 

Daerah, 

Dengan Persetuj uan Be·rsama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINS( SULAWESI UTARA 

dan 
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Menetapkan 

OUBERNUR SULAWESI UTARA 

M.EMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPA.TAN DAN BELANJA DAERA.H TAHUN ANGGARAN 

2020. 
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Pa.al .1 

Pcrubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sterdir! dari: 

: I .  PENDAPAT�N' DAERAH 

a. Semula. Rp. 4.JOiS.706.151 •. 102,00 

b. Bertambah/(berku.rang} Rp. (328.499.660.102·,001 
Jumlah Pen.dapatan Setelah Perubaban Rp 

2 DELANJA DAERAH 

a. Semula Rp. 4.558,.80'7.845.879,00 
b. Bertambah/(b erkurangl Rp. (245,.653.654.90'1,621 

Jumlah Bclanja Setclab Perub.aban · Rp 

Surplus/(Defis.Jt) s.etelah Perub,ah.an Rp 

3. PEMBJAYAAN 

a. P n rim an 

1 )  Semula Rp. 453.151.694.777,00 
2), Bertambah/Iberkurang' Rp. 82.846.005.200,38. 
J'uml b Pe:n.erlmaan Setelah Penibab.an Rp 

b. Pengeluaran 

u Semul.a Rp. 50.000.000,00 
2) Bertambah/ [berkurang' Rp·-�-------- 
Ju.mlah Pengeluar.an Setelah Perubahan Rp 

Jumlah Pembiayaan :Netto Setelah Perub·ahan Rp. 
Sf:sa lebih pembiayaan anggar.an Setelah Perubahan R.P· 

Pasal 2 

.3. 777 .2,06.4·9 L000,00 

4.313.15·4.l.90.977,38 

(SJS,.'947.699.977 ,38), 

635.997.699.977,38, 

50.000.000,00 

535.947.699.977,38 

0,00 

( 1 )  Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 
a. Pcndapatan A.sU Da,erab sejumlah 

1) Semula Rp. l .306.462.695.102,00 

2) Bertarnbah/Iberkurang' Rp.. (144.048.044.102,00) 
Jumlah Pe·ndapata:n AsU Daerah Setelab Perubahan Rp 1.l62Al.4.651.000,00 

b.. Dana Perimbangan sejumlah Rp 

1) Semula Rp. 2.778.993.456.000,00 
2) Bertambah/Iberkurang Rp, i(210.569.515.000,00) 
Jumlah Dana Perim.bangan Setelah Perubahan Rp 

c. Lahi-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah Rp 
1)  Semula Rp. 20.250.000.000,00 
2) Bertambah/jberkurang' Rp. 26.117.a:99.0,00

1
00 

Jumlab Lain-lain Pendapat.an Daerah yang Sah Rp 

Setelah Perubaban 

1.483. .127 .910.000,00 

·2 .. 568 .. 423 .. 9·41.000,00 

33. 97 5.042. 000,00 

4·6.36'7.899.000,00 
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(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalarn Ayat f l )  huruf a terdiri dari Jenis 
a. Pajak Da.era.h 

1 )  Semula Rp. l .082. ll4.965.5 l 7 ,00 
2) Be·rtambah/ [berkurang Rp.. (104.925.000.000,00} 
Jumlah Pajak Daerah Setelah Peru'baban Rp 97·7.189. 965.517,00 1  

b.. Retribusl Dacrah 
1) Semula Rp. 133.562.835.000,00 
2) Bertambahj'[berkurang; Rp. (26. 766.375.000,00),  
Jumlah R.etrlb,usl Daerab Setela'h Pcruba'han. Rp 

c .. HasU .Pengel.olaan. Kekayaan. :Dae.rah yang dl.p:isabkan 
1 )  Semu1a Rp. 55 .. 838.250.000,00 
2) Bertambah/jberkureng' Rp. {13.636.669.175.00)  
Jumlah. Hasll Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Rp 
diplsahkan Setelah P·erubaban 

d. Laln-1.aln Pendapatan AsH Daerah yang sah 
l )  Semula Rp. 34.946 .644.585 ,00 
2) Bertambah/ [berkurang' Rp, 1 .280 .000.073,00 
Jumlab Laln�laln Pendapa .tan A·sU Daerab ya:ng sab Rp 
Setelah Perubaha:n 

106. 796.460.000,.00 

42.201.580.825,00 

.36.226.644.65:S,00 

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalarn Ayat , (] )  huruf b terdiri dari .Jenis 
a, Dana Bag·I Hasil 

l l  Semula Rp. l l l.075.094.000 ,00 
21 Bertambah Zjberkurang] Rp. 31.092 .067.000 ,00 
Jumlah Dana Bagl HasU Setelah Perubahan Rp 142.167',161.000,00 

b, Dana Alokasl Umum 
l) Semula Rp. l .488 .989 .572.000,00 
2) Bertambah/ (berkurang] Rp. { 148.028.823.000;00) 
Jumlab .Dana Alokasf Umum. Setclah Perubahan Rp 

e .. Dana Atoka i Kbusus 
I), Semula Rp, 1 . 178 .928.  790.000,00 
2) Bertambah/fberkurang'Rp. {93.632.759.000 00) 
Ju.m.lah Dana Alokasi Khusus Sctelah Perubahan Rp 

l .. 34,0 •. 960. 7·49.000,.00 

1.085.296.0 13 l.OOO,OO 

(4) Lain-Lain Pendapata:n Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Ayat ( 1 )  huruf c terdiri 
dari Jenis Pendapatan: 
a. Pcndapa:tan Hibah 

1 t Sernula Rp. .20.000 .. 000.000 ,00 
21 Bertambah/ (berkurang Rp. _ 

Jumlah Pendapatan Hibab Setelah Perubabaq Rp 20.000.000.000,00 

b.. Dana Penyeaualan dan Otonoml Khu•.u• 
l )  Semula :Rp. 250.000.000100 
2J Bertambah/ [berkurang] Rp,. 26 .  1 1 7  .899 .000

1
00 

Jumlab Pend.a.paten Hibab Setelah Peru.bahan Rp 

e, B· ntu.an K·cuang n darl Provin1I at.au 'Pemerlntab 
Daerah Lalnnya 

l J Sernula Rp .. 

21 Be.rtambah/(berkurangjRp.�--------- 
Jumtab Baatuan Ke111.n1aa darl Provln1I atau Rp 

Pe merlutah Dae rah Lalnnya Setela'b Pcrubahan 

26.36T .ass.ooc.oo 
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(3) Belanj . . n un , seb g im na dimak ud dalam Ay t Pl hu ru f  b  terdiri dari .: 
a. :Bel .nj Pegawal 

O Sernu! Rp. s 875.281 .00D.oo 
2} B rtamb h/tb rkuran • Rp. (5 LS.814.000 00) 
Juml h Belanja Peg al Set,clah Peru.baban Rp 5,.35·9.467.000,00 

b, Belanj: Bar_ g d.an Ja a. 
l) Semula Rp. 1.059.SSS.02 .104,64 
21 Bertarnbah/ (berkuran · Rp, (6.l.496.230.602,.331, 
J·umlah ·eel nj Bar:ang dan Jasa Setelah Perub ban Rp 

e, Bela·nJ,a. odal 
1 )  emula Rp. l .013 .768 .  77.774.,36 
2) Bertam ah/(berkuran 1Rp. {19 . .  088.819.140,09] ,  
Jumlah ee1- nj Mo,dal Setdah Perubahan Rp 

Pas 1 4  

'998 358. 793.5,02,31 

819.,679.658.634t2,7 

( 1 Pembi aan Daerah s bagairnana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 
P,enerimaan Pembl.ayaan Daerah 
1 )  Semula Rp, 453 . 151 .694 .. 777,00 
2) Bertambahj'(berkurang' Rp. 82.846.005.200 38, 
Jumlah Penerimaan Pe:m.biayaan Daerah Sctelah Peruba Rp 535.997.699.'977,38 

b. Pengeluaran. Pembiayaan Daerah 
l) Semula Rp. 50.000.000,00 
2) Bertarnbahjfberkurang' Rp. ......., _ 
Jumla.b Pengeluaran Pembiay an Daeeah Rp 
Setelah Perubahan 

f2J, Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dirnaksud dalarn A at ( 1 )  huruf a terdiri dari 
Jenis Pembiayaan ; 
a .. Sisa. Leblb Perhitungan Ang·garan. Tahun An:ggaran 

scbelumnya berjumlah 
1) Sernula Rp. 113.151 .694 .777 ,00 
2) Bertambah/ {berkurang; Rp. 82.846 .. 005.200,38 
Jumlah Si·sa Lebib Perhitung.an Anggaran T:ahun Rp l.95.99 17.699.97'7,38 
Anggar n sehelumnya Setelah Perubaban 

so.000 .. 000,00 

b. Pene.rimaan P'lnjaman Da.erah 
1) Semula Rp. 340.000 .000 .000.00 
2) Bertambah/ [berkurang' Rp .. _ 
Jumlab Pen.er"maan Plnjaman Daerah Rp 
Sctelab Perubahae 

340·.00 ·0 .. 00 ·0.000,00 

(31 Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dirnaksud dalarn Ayat 1 1  l  huru f b terdiri dari 
Jenis Pernbiayaan : 
a. Penye.rtaan Modal (lnvcstasl) Pc:medntah Da.erah Rp 20 .. 000.000 .000,00 

1 )  Semula Rp. 50.000.000
1
00 

2) Bertambah/1(berkur.ang] Rp. _ 
Jumlah P,en:ycrt an Modal (l'nves.t sl) Pem,erintah Daer 1 Rp S0.000·.00 10,00 

b. Pembaya·r:an Poko,k Ut ng 
lt SemuJa Rp. 
2) Bertambah/(berkurang Rp. _ 
Ju.mlah Pem'b yar;an Pokok Ut ng Rp 0,00 

Pasal 5 
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Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah 

sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 1 ,  tercantum dalam Iampiran yang 

merupak n bagian yang tidak terpisahkan darl peraturan Daerah ini, terdiri dari 

1. . Lampiran I 

2. Lampiran I[ 

3. Lampiran in 

4. Lampiran JV 

5. Lampiran V 

6. Lampiran VI 

7. Larnpiran V[[ 

8. Lampiran VIII 

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah; 

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Da rah rnenurut Urusan Pernerintahan 

Daerah dan Organisasi; 

Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Bela.nja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Dan 
Pembiayaan; 

Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut 

Urusan pemerintahan Daerah, Organlsasi, 
Program dan Kegiatan; 

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk 

Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan 
Pernerin tahan Daer ah Dan Fungsi Dalam 

Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 

Daftar Perubahan Juml.ah. Pegawai Per Golongan 
dan Per .J a batan · 

Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran 

sebelumnya yang belum diselesaikan dan 

dianggarkan Kembali dalarn tahun anggaran ini · 

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. 

Pasal 6 

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai 
landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
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